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PADA 20 maret 2016 lalu, Ombudsman genap 16 tahun hadir di Indonesia’. Lembaga negara ini lahir melalui Kepres No. 44 Tahun 2000 di era Presiden Abdurahman Wahid; waktu itu, Ombudsman RI bernama Komisi Ombudsman Nasional (KON). Jika dibanding The Parliamentary Ombudsman di Swedia yang didirikan pada 1809 sebagai cikal bakal lembaga pegawas pelayanan di dunia, maka Ombudman RI memang masih sangat muda. Dengan asumsi bahwa Ombudsman adalah bagian dari proses transisi menuju demokrasi, maka Ombudsman-pun kemudian menjadi suatu keharusan di negara penganut demokrasi. 


Kehadiran Ombudsman di Indonesia dikuatkan dengan UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Kewenangan dan peran Ombudsman RI adalah terutama melindungi warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Untuk itu, ia berhak mengawasi dan mengoreksi cara-cara lembaga pemerintah (dan pegawai/pejabatnya) dalam memberi pelayanan dengan ramah, santun, tepat waktu, sesuai prosedur yang telah ditentukan, tanpa meminta imbalan, dan selaras dengan asas-asas umum (yang mendasari dan menghasilkan) penyelenggaraan pemerintahan yang baik.


Tapi apa faktanya? Di atas rasa hormat saya kepada Ombudsman. saya harus minta maaf. Di satu kesempatan saya melakukan survei kecil-kecilan ke beberapa mahasiswa di kelas dan beberapa warga di kelompok Yasinan tentang penilaian mereka terhadap Ombudsman. Mayoritas mereka menganggap bahwa nama Ombudsman tidak familier juga hasil kerja yang “tidak jelas”; dan ini adalah soal kenal/tahu/familier bahkan soal aware/peduli. Saya tidak menyalahkan pendapat itu. Meski dalam media banyak sekali berita/opini tentang gambaran, peran, dan fungsi Ombudsman namun masih sangat sedikit berita tentang sepak terjang dan keberhasilan Ombudsman ‘memaksa’ lembaga pemerintah (dan pegawai/pejabatnya) memperbaiki pelayanan publiknya secara nyata atas adanya keluhan warga.

Adalah fakta bahwa saat ini masih banyak terjadi anomali dalam pelayanan publik antara apa yang diinginkan warga dengan apa yang ditunjukkan oleh negara (pemerintah dengan birokrasinya). Ketika Ombudsman Perwakilan Lampung –misalnya- memberikan ‘rapor merah’ atas kinerja pelayanan publik kabupaten/kota di Provinsi Lampung, minimal pada empat aspek (kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan) pertanyaan berikutnya adalah apakah ‘penilaian’ itu sudah ditindaklanjuti dengan kewenangan memberikan sanksi yang mereka miliki?
Karena itu, mengharapkan agar Ombudsman mampu maksimal mengawal pelayanan publik adalah sama dengan harapan agar problem pada tiga subsistem pelayanan publik dapat diselesaikan yaitu problem perilaku, sikap, dan ‘ketaatan’ penyelenggara pelayanan (pemerintah) kepada Ombudsman, problem ‘jati diri’ pengawal pelayanan (Ombudsman itu sendiri), dan problem kurangnya aware dari pengguna dan penerima layanan (warga) terhadap Ombudsman. Jangan-jangan mayoritas warga justru tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu tentang keberadaan Ombudsman sehingga kemudian mereka menjadi tidak peduli.
Saya tentu tidak punya kemampuan untuk memberi formula jitu menyelesaikan problem kedua dan ketiga. Namun siapa tahu dengan merubah nama menjadi (misalnya) Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, termasuk kemampuan memberikan sanksi kepada lembaga negara yang melakukan mal-administrasi dalam pelayanan bisa menjadi salah satu upaya mengurangi problem tentang aspek keterkenalan dan kepedulian. 
Anomali Standar Pelayanan

Bicara pada rapor merah kinerja pelayanan publik kabupaten/kota di Provinsi Lampung versi Ombudsman, maka pertanyaannya adalah apakah karena tuntutan dan ekspektasi publik kepada negara yang berlebihan? ataukah karena ketiadaan aturan standar layanan (minimal pada aspek kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan dalam pelayanan) itu?. Dua-duanya ternyata tidak. Kebutuhan warga (publik) terhadap kualitas pelayanan sesungguhnya tidak berlebihan dengan sikap ‘nrimo’ yang selama ini melekat pada budaya masyarakat kita dan juga fakta bahwa standar tentang pelayanan publik sejatinya sudah ada. 
Siapa yang menetapkan standar layanan itu? Tuhankah?, sehingga terlalu ideal? Tentu bukan. Yang menyusun standar pelayanan adalah manusia, birokrasi itu sendiri dalam berbagai bentuk regulasi; dan itu sudah dipahami dan menjadi landasan aktifitas keseharian birokrasi sebagai pelaksana pelayanan. Tapi mengapa standar yang dibuat sendiri oleh birokrasi tidak bisa dijalankan oleh birokrasi itu sendiri? 
Ya, berbagai aturan Kemenpan-RB tentang standar pelayanan publik sudah sangat jelas; termasuk cara mengukurnya, bahkan bukan hanya pada empat aspek utama di atas. Berbagai kebijakan reformasi birokrasi sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan baik pada level pemerintahan lokal maupun nasional pada berbagai aspek juga sudah digelorakan. Karena itu, persoalan utama pemerintah dewasa ini ternyata bukan terletak pada apa yang (harus) dikerjakan, tetapi terletak pada bagaimana mengerjakannya.
Benarlah apa yang disampaikan oleh Margaret Thatcher (Perdana Menteri Inggris 1979-1990): bahwa untuk bisa duduk dan berhasil di pemerintahan tidak sekedar dibutuhkan orang-orang yang suci, tapi butuh orang-orang yang yang mengerti, mampu, dan bisa menjalankan peraturan yang dibuat oleh manusia. Mengapa Margaret Thatcher? Karena dalam sejarah pemerintahan modern, ia bisa disebut sebagai representasi pemerintahan yang sukses. 

Pasti ada pembelaan, kenapa birokrasi selalu menjadi sasaran? Sekali lagi karena birokrasi adalah mesin pemerintahan. Dia menjadi sangat penting bagi kinerja pemerintahan dan kemudian bagi eksistensi (keberadaan) negara di mata rakyatnya. Praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang masih diwarnai oleh ketidakpercayaan terhadap aparatur pemerintah akibat mutu pelayanan yang rendah, prosedur kerja yang lamban dan berbelit-belit, sering menyalahgunakan wewenang, dan masih diwarnai dengan KKN semuanya akan berkurang (dan bahkan hilang) sangat ditentukan oleh perilaku birokrasinya.  

Jaringan Kebijakan Pelayanan
Sebenarnya masalah  diatas sudah disadari. Kemenpan-RB telah menginterpretasikan upaya pembenahan birokrasi ke dalam empat dimensi yaitu kebijakan restrukturisasi untuk membenahi permasalahan kelembagaan/organisasi, rasionalisasi dan relokasi untuk mengatasi permasalahan SDM aparatur, simplifikasi dan otomatisasi untuk mengatasi permasalahan ketatalaksanaan/sistem prosedur, serta dekulturasi budaya lama dengan menginkulturisasi budaya baru untuk mengatasi permasalahan budaya birokrasi.

Keempat dimensi tersebut sesungguhnya telah menyentuh seluruh elemen dalam reformasi birokrasi secara komprehensif. Namun secara eksistensi ada yang belum tersentuh yaitu pada aspek eksternal di luar birokrasi yang secara nyata turut mempengaruhi (mengganggu) jalannya reformasi birokrasi. Inilah yang saya sebut dengan reformasi birokrasi setengah hati, dan akibatnya birokrasi selalu menjadi target pesakitan.
Terakhir, kita harus terus mendorong agar empat strategi pokok reformasi birokrasi terus berdialektika secara formal menuju tujuan mulia yang dijanjikan policy makernya: menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Jangan lupa, selesaikan juga dimensi eksternal lainnya. Karena jika tidak, maka reformasi birokrasi akan tetap setengah hati dan semakin lama pula pencideraan terhadap performative theory of truth akan terjadi. 
Di sinilah saya memandang perlunya Ombudsman melakukan ‘pendidikan warga’ selain mengkampanyekan ‘manfaat’ Ombudsman juga aktif mengajak warga menjadi pengguna layanan yang kritis. Ombudsman tak boleh hanya sekedar menunggu keluhan/komplain, karena setiap hari media menyediakan ruang untuk masyarakat membuat pengaduan. Ombudsman juga harus meyakinkan publik bahwa semua komplain pengguna layanan dapat ditindaklanjuti oleh penyelenggara layanan secara baik, termasuk taji untuk memberi sanksi. Inilah tiga prasyarat keberfungsian jaringan kebijakan dalam peningkatan kualitas pelayanan.
